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MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 

(Terjemahan QS. AL- Baqarah 216) 
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RINGKASAN 

 

Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember; Feni Ika Irianti, 160903101013;2019; 99 

halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

 Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang 

dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, pada tanggal 4 

Februari 2019 sampai 22 Maret 2019.Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja 

Nyata adalah untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengadministrasian 

Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

 Penulis mengamati Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non 

Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menggunakan 

metode pengumpulan data seperti, Studi Pustaka, Observasi, dan wawancara yang 

terkait dengan judul Tugas Akhir. Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jember dari tahun 2016-2018 terus meningkat tetapi jika 

dibandingkan dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran hanya sedikit 

yang mematuhi kewajiban perpajakannya, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember juga terdapat jumlah Wajib Pajak Non Efektif dari tahun 2016-2018 Wajib 

Pajak Non efektif terus meningkat tetapi pada tahun 2017-2018 tidak ada 

peningkatan Wajib Pajak Non Efektif dikarena Wajib Pajak kurang memahami 

fungsi Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Non Efektif adalah status yang 

diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak tertentu dan untuk 

sementara dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin, termasuk status Wajib 

Pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. 

 Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 (dua) cara Penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif yaitu secara Manual dan secara Elektronik. Wajib Pajak dapat melakukan 

dengan cara manual dan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dengan 

cara elektronik dengan membuka situs DJP dengan alamat www.ereg.go.id, di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember belum ada Wajib pajak yang 

menggunakan cara elektronik, Wajib Pajak lebih memilih melakukan Penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif dengan cara manual dari pada dengan cara elektronik 
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dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami langkah-langkah menggunakan cara 

elektronik. 

 (Dilaksanakan dengan Surat Tugas 429/UN25.1.2/SP/2019 Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember) 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, baik pajak pusat 

maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. 

Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal 

tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala 

kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber 

daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan 

dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat. Pajak merupakan 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi 

2014:1) 

 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 

empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan 

tata cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. (Mardiasmo 2018:1)  

 Menurut Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan 

perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya 

membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran 
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pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat 

meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa 

kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya 

terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

 Kantor Pelayanan Pajak juga mengupayakan secara kuantitatif dan secara 

kualitatif agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan juga untuk melakukan 

control terhadap jumlah Wajib Pajak. Mengingat  Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember adalah Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan 

pelayanan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Jember. Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak 

perlu menerapkan program-program tertentu dalam meningkatkan penerimaan 

negara.Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember mengalami 

peningkatan. Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jember selama tahun 2016-2018 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jember 

Tahun Wajib Pajak OP Wajib Pajak yang 

melakukan pembayaran 

pajak 

2016 158.367 16,222 

2017 169567 22,446 

2018 183.938 34,231 

Sumber: Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember (2019) 

 Berdasarkan data dari tabel 1.1 diketahui bahwa dari tahun 2016-2018 

jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi semakin meningkat.Tetapi jika dibandingkan 

dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dari tahun 2016-2018 hanya 

sedikit yang mematuhi kewajiban perpajakannya.Jumlah  keseluruhanWajib Pajak 

yang terdaftar diatas yaitu 511.872 Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang 

melakukan pembayaran yaitu 41,899 Wajib Pajak. Hal ini sangat tidak seimbang 

sekali dengan Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember. 
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 Hal tersebut dikarenakan kurangnya kepahaman Wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakan.Dan didalam jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sudah 

banyak Wajib Pajak yang tidak lagi menjalankan usahanya, tetapi Wajib Pajak 

tersebut masih belum melakukan permohonan Wajib Pajak Non Efektif.Hal ini 

yang dapat membuat Wajib Pajak yang terdaftar danWajib Pajak yang melakukan 

pembayaran jadi tidak seimbang. Adapun menurut Undang-undang PER-

08/PJ/2012 tentang tempat pendaftaran dan laporan usaha bagi Wajib Pajak pada 

KPP dilingkungan Kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP dilingkungan 

Kantor wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang PER-20/PJ/2013 tentang Tata cara pendaftaran dan 

pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha 

kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dengan pencabutan 

pengukuhan pengusaha kena pajak,serta perubahan data dan pemindahan wajib 

pajak. 

 KPP Pratama Jember juga melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

yang sudah tidak lagi menjalankan usahanya agar melakukan permohonan Wajib 

Pajak Non Efektif saja. KPP Pratama Jember juga mempunyai daftar Wajib Pajak 

Non Efektif selama tahun 2016-2018 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 jumlah Wajib Pajak Non Efektif KPP Pratama Jember 

Tahun 

(a) 

Wajib Pajak Non Efektif secara manual 

(b) 

2016 46.429 

2017 46.457 

2018 46.457 

Sumber: Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember (2019) 

 Berdasarkan data dari tabel 1.2 jumlah Wajib Pajak Non Efektif secara 

manual ditahun 2016 yaitu sebanyak 46.429 Wajib Pajak dan ditahun 2017 dan 

2018 sebanyak 46.457 Wajib Pajak dan tidak mengalami peningkatan Wajib Pajak 

Non Efektif. Menurut KPP Pratama Jember belum ada yang menggunakan Non 

Efektif NPWP secara elektronik. 
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 Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia permohonan pengajuan Wajib Pajak 

Non Efektif bisa dilakukan secara manual dan secara elektronik, tetapi masih 

sangat jarang sekali Wajib Pajak yang menggunakan secara elektronik. 

Dikarenakan Wajib Pajak sendiri masih sangat awam dengan cara elektronik. 

Oleh karena itu Wajib Pajak lebih memilih permohonan pengajuan Wajib Pajak 

Non Efektif menggunakan cara manual, karena dengan permohonan pengajuan 

Wajib Pajak Non Efektif secara manual ini Wajib Pajak lebih paham dan mengerti 

dibandingkan dengan cara elektronik (http://www.nusahati.com). 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul 

tentang “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian Latar Belakang yang diungkapkan maka rumusan 

masalah yang ingin penulis kemukakan adalah “Bagaimana Mekanisme 

Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember?” 

 

1.3 Tujuan 

 Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui, 

menjelaskan dan mendeskripsikanMekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak 

Non EfektifPada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

1.4 Manfaat  

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mampu Menambah wawasan dan pengalaman saat praktek lapangan; 

2. Dapat membandingkan antara praktek di lapangan dengan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan; 

3. Menjadikan sarana pelatihan praktek kerja. 

 

b. Bagi Universitas 
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Manfaat bagi Universitas Jember yaitu menjalin kerja sama yang baik 

dan mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Jember. 

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

Dapat menjembatani kerjasama antar perusahaan di bidang akademik 

maupun yang bersifat non akademik. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Mekanisme 

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Mekanisme adalah dunia 

teknik yang mempunyai arti pemakaian mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja 

mesin.Secara lengkapnya, mekanisme dunia teknik digunakan untuk menerangkan 

teori yang sesuai dengan gejalan dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan 

sistem kerja mesin tanpa bantuan intelegensi suatu sebab maupun juga prinsip 

kerja. Maksudnya, cara kerja yang mengarah pada sebuah mesin yang saling 

melakukan kerja melalui sistem yang telah ada 

(https://www.artikelsiana.com). 

 

2.2 Definisi dan Unsur  Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 

1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat,dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga Negara 

yang dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

dan diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa serta tidak 

mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak 

digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan 

umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Smeeths, pengertian pajak 

adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui 

berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari 

masing-masing individual.Menurut Soemitro, pengertian pajak adalah iuran atau 

pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat 
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untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk 

membiayai kebutuhan negara.  

2.2.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu fungsi 

anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regularend). 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (Regularend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungut pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang adil dalam 

pelaksanannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yudiris) 
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh: 

1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 

macam tarif. 

2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, 

yaitu 10%. 

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) 

yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi). 

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung 

pemungutan pajak yaitu: 

a. Teori Asuransi  

Teori Asuransi diartikandengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) 

yang harus dilindungi negara.Masyarakat seakan mempertanggungkan 

keselamatan dan keamanan jiwanya pada negara.Dengan adanya kepentingan dari 

masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar „premi‟ pada negara.  
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b. Teori Kepentingan  

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan 

harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban 

pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau 

pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga 

berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang 

memiliki harta yang banyak membayar pajak lebih besar kepada negara untuk 

melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan.Demikian 

sebaliknya, warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak yang 

lebih kecil untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.  

c. Teori Gaya Pikul  

Menurut teori ini,pemungutan pajak berlandaskan asas keadilan yaitu 

setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar 

adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya 

penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.  

d. Teori Gaya Beli  

Menurut teori ini,maka fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala 

dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli 

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara 

hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan 

bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap 

sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu dan juga 

bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi 

keduanya itu. Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa teori ini menitikberatkan 

ajarannya pada fungsi pajak sebagai pengatur (regulerent)  

e. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak) 

Berlawanan dengan teori asuransi,teori kepentingan dan teori gaya pikul, 

yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham-paham Organische Staatler yang 

mengajarkan bahwa sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari 
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individu-individu (masyarakat) maka timbul hak mutlak negara untuk memungut 

pajak. 

2.2.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3, 

yaitu : 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak  dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkat pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak Pusat,yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Matrai. 

2) Pajak Daerah,yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah 

terdiri atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan.  

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) ada 3 yaitu: 

1. Stelsel Pajak 

a) Stelsel Nyata 

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya 

diketahui.Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. 

b) Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-

Undang.Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan 

sesungguhnya. 

c)  Stelsel Campuran 

Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan.Pada awal 

tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan 

yang sebebnarnya. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a) Asas Domisili 

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri.asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. 

b) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a) OfficialAssesment system 
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

2. Wajib pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketettapan pajak oleh 

Fiskus. 

b) Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

ciri-cirinya adalah : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.2.7 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11) Tarif pajak merupakan dasar pengenaan 

pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.Biasanya tarif 

pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. 
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Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai 

tarif pajak yang berbeda-beda.Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam 

bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. 

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain: 

1. Tarif Progresif 

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana 

persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia 

itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) 

wajib pajak orang pribadi, seperti: 

 Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%. 

 Lapisan PKP lebih dari Rp50 - Rp250 juta, tarif pajaknya 15%. 

 Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, tarif pajakya 25%. 

 Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%. 

2. Tarif Degresif 

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini 

merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin 

rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. 

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut 

mengecil.Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar 

pengenaan pajaknya semakin besar. 

 

3. Tarif Proporsional 

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi 

perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek 

pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya. 

4. Tarif Tetap/Regresif 

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya 

tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif 
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tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan 

peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal 

sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. 

2.3 Pengertian Wajib Pajak Non Efektif 

2.3.1 Pengertian Wajib pajak Non Efektif 

Menurut Surat Edaran SE-89/PJ/2009 pengertian Wajib Pajak Non Efektif 

adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya 

baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan Perpajakan yang 

nantinya dapat diaktifkan kembali. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Non Efektif 

1. Pasal 2 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) 

tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2. Pasal 2, 3, dan 4 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) 

tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan 

3. PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka 

Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara 

Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut 

PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara 

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan 

Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak) 

4. PMK-146/PMK.03/2012 (mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak tanggal 10 September 2012) tentang tata cara verifikasi 

5. PER-08/PJ/2012 (berlaku 30 Maret 2012 tentang tempat pendaftaran dan 

pelaporan usaha bagi WP pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP 

WP Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan 
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KPP Madya mencabut PER-49/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011 

s/d 29 Maret 2012)  

6. PER-20/PJ/2013 (berlaku sejak 30 Mei 2013) tentang tata cara pendaftaran 

dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, 

penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan 

pemindahan WP 

2.4 Wajib Pajak Non Efektif 

Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif sehingga 

dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi 

melakukan pekerjaan bebas; 

2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP); 

3. Wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar 

negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya; 

4. Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum 

diterbitkan keputusan atau wajib pajak yang tidak lagi memenuhi 

persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan 

penghapusan NPWP dengan kriteria antara lain : 

 Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang telah memiliki NPWP 

yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan pemenuhan 

kewajiban perpajakan secara terpisah; 

 Orang pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga atau 

tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", "998" 

dan seterusnya; 
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 Wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi 

melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan NPWP; 

 Wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. 

2.5 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif 

 Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 cara pendaftaran Wajib Pajak Non 

Efektif yaitu dengan menggunakan pendaftaran secara Manual dan secara 

Elektronik sebagai berikut : 

 

2.5.1 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Manual 

Menurut Standart Operating Procedure dengan nomor KPP30-0142 

dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Tempat Pelayanan 

Terpadu Di KPP sebagai berikut : (KPP Pratama Jember 2015) 

1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP kemudian Mengisi dan menyerahkan 

formulir dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada 

petugas pendaftaran 

2. Petugas pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen 

persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. (dalam hal 

berkas belum lengkap, petugas pendaftaran menghimbau Wajib Pajak 

untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, 

petugas pendaftaran mencetak LPAD (Lembar Pengawasan Arus 

Dokumen)  dan BPS (Bukti Penerimaan Surat). BPS (Bukti Penerimaan 

Surat) diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD (Lembar 

Pengawasan Arus Dokumen)  digabungkan dengan berkas permohonan). 

3. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan 

dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 

4. Berdasarkan berkas permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, 

Kepala Seksi Pelayanan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti. 
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5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan 

dan memerintahkan Account Representative (AR) untuk menindaklanjuti. 

6. Account Representative (AR) melakukan penelitian atas berkas 

permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 

7. Account Representative (AR) membuat laporan hasil penelitian dan berita 

acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada 

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan 

ditandatangani. 

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani 

laporan hasil penelitian dan berita acara Penetapan Permohonan Wajib 

Pajak Non Efektif dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 

9. Kepala Seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan berita acara 

Penetapan Permohonan   Wajib Pajak Non Efektif 

10. Kepala Seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan berita 

acara Penetapan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif dan 

memerintahkan petugas pendaftaran untuk menindaklanjuti. 

11. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan berita acara 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif: 

a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai wajib Pajak 

Non Efektif: 

1) Petugas pendaftaran melakukan perubahan Status Master File 

Wajib Pajak menjadi status Non Efektif 

2) Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep surat 

pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak non Efektif  

b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib 

Pajak Non Efektif : 

1) Petugas Pendaftran tidak melakukan perubahan status Master File 

Wajib Pajak 

2) Petugas Pendaftaran mencetak konsep surat penolakan Penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif 
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12. Petugas pendaftaran menyampaikan konsep surat pemberitahuan 

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan 

13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menadatangani surat pemberitahuan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau surat penolakan Penetapan Wajib 

Pajak No Efektif 

14. Petugas Pendataran menatausahakan dokumen dan menyampaikan surat 

pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak No Efektif atau surat penolakan 

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak 

15. Proses Selesai 

Jangka waktu penyelesaian: paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS 

diterbitkan.Kemudian dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif. 

2.5.2 Cara Pendaftaran Wajib Pajak Non Efektif secara Elektronik 

Menurut Standart Operating Procedure dengan nomor KPP30-0132 

dengan Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Aplikasi E-

Registration Di KPP sebagai berikut : (KPP Pratama Jember 2015) 

1. Wajib Pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat 

www.ereg.pajak.go.id memilih menu Aplikasi e-Registration dan login 

pada Aplikasi e-Registration 

2. Wajib Pajak masuk ke menu penetapan dan pengaktifan kembali Wajib 

Pajak Non Efektif, mengisi dan mengirimkan formulir permohonan 

dengan lengkap dan benar melalui Aplikasi e-Registration 

3. Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, Wajib Pajak 

harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP. (Apabila dokumen 

yang disyaratkan dikirim secara online melalui Aplikasi e-Registration, 

Wajib Pajak mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan 

melalui sistem yang tersedia pada Aplikasi e-Registration. Apabila 

dokumen yang disyaratkan tidak dikirim melalui online melalui Aplikasi 
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e-Registration, Wajib Pajak mencetak SPD untuk kemudian mengirimkan 

SPD dan dokumen yang disyaratkan ke KPP) 

4. Petugas pendaftaran memantau informasi permohonan penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif pada sistem e-Registration setiap hari kerja 

5. Petugas pendaftaran menerima SPD dan dokumen persyaratan, meneliti 

kelengkapan,memproses dan melakukan filtering atas isian formulir 

permohonan yang disampaikan melalui Apliksi e-Registration. Apabila 

formulir permohonan dan dokumen yang disyaratkan tidak benar dan tidak 

lengkap, petugas pendaftaran memberikan pemberitahuan kepada Wajib 

Pajak melalui surat elektronik/e-mail (Aplikasi e-Registration) agar Wajib 

Pajak dapat melengkapi. Apabila permohonan dan dokumen yang 

disyaratlan benar dan lengkap, petugas pendaftaran menerbitkan BPS 

secara elektronik dan dikirimkan kepada Wajib Pajakmelalui Aplikasi e-

Registration 

6. Petugas pendaftaran mengusulkan penelitian administrasi perpajakan 

dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada seksi pelayanan  

7. Berdasarkan berkas permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif, 

kepada seksi pelayanan meneruskan permohonan kepada kepala seksi 

Pengawasan dan Konsultasi untuk menindaklanjuti 

8. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima berkas permohonan 

dan memerintahkan Account Representative (AR) untuk menindaklanjuti 

9. Account Representative (AR) melakukan penelitian atas berkas 

permohonan Wajib Pajak Non Efektif 

10. AR membuat laporan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif, dan menyerahkan kepada kepala seksi pengawasan dan 

konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani 

11. Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani 

laporan hasil penelitian dan Berita Acara penetapan Wajib Pajak Non 

Efektifdan meneruskan ke kepala seksi Pelayanan 

12. Kepala seksi Pelayanan menerima laporan hasil penelitian dan Berita 

Acara penetapan Wajib Pajak Non Efektif 
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13. Kepala seksi Pelayanan menyerahkan laporan hasil penelitian dan Berita 

Acara untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan memerintahkan 

petugas pendaftaran untuk menindaklanjuti 

14. Berdasarkan hasil penelitian administrasi perpajakan dan Berita Acara 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif : 

a. Wajib Pajak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak 

Non Efektif: 

1) Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status Master File 

Wajib Pajak menjadi Status Non Efektif 

2) Petugas pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat 

Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

b. Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Wajib 

Pajak Non Efektif: 

1) Petugas pendaftaran tidak melakukan perubahan Status Master File 

Wajib Pajak 

2) Petugas pendaftaran mencetak konsep Surat Pemberitahuan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

15. Petugas pendaftaran menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif kepada kepala seksi Pelayanan 

16. Kepala seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib 

Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada petugas 

pendaftaran 

17. Petugas pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak 

18. Proses selesai 

Penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah 

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan.Kemudian 

dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. 
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2.6 Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan  

 Atas permohonan Wajib Pajak, atau 

 Secara Jabatan 

1. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dilakukan Setelah 

Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi perpajakan 

dalam rangka penetapan Wajib Pajak Non Efektif (Pasal 40 ayat (3) PER-

20/PJ/2013) 

2. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa 

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 

menjadi aktif kembali, penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 

menjadi tidak berlaku dan KPP memberitahukan hal tersebut kepada 

Wajib Pajak (Pasal 40 ayat (5) PER-20/PJ/2013) 

2.6.1 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Melalui Permohonan Wajib Pajak 

Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, dilakukan 

dengan menggunakan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif dan jangka waktu penyelesaian Permohonan Penetapan Wajib Pajak 

Non Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS (Bukti 

Penerimaan Surat) diterbitkan. Terdapat dua cara yaitu secara elektronik dan 

secara manual (Pasal 41 ayat (1) PER-20/PJ/2013). 

1. Permohonan secara Elektronik sebagai berikut: 

  Wajib Pajak Non Efektif dapat melakukan permohonan 

penetapan secara elektronik dengan mengisi formulir permohonan 

penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada aplikasi e-Registration 

yang tersedia pada laman DJP www.ereg.pajak.go.id (KPP Pratama 

Jember 2019). 

  Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif secara Elektronik sebagai berikut : 
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1. Permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif yang 

telah disampaikan oleh WP melalui Aplikasi e-Registration 

dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan 

mempunyai kekuatan hukum (Pasal 41 ayat (3) PER-

20/PJ/2013). 

2. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Permohonan 

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dengan lengkap pada 

Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang 

disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP 

(Pasal 41 ayat (4) PER-20/PJ/2013). (Dokumen yang 

disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib 

Pajak memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib 

Pajak Non Efektif) (Pasal 42 ayat (4) PER-20/PJ/2013) 

3. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan 

cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen 

melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan 

menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah 

ditandatangani. (Pasal 41 ayat (5) PER-20/PJ/2013) 

4. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan 

penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif secara elektronik, 

permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. (Pasal 41 ayat (6) 

PER-20/PJ/2013) 

5. Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara 

lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara 

elektronik. (Pasal 41 ayat (7) PER-20/PJ/2013) 

2. Permohonan secara Manual sebagai berikut : 

Wajib Pajak Non Efektif dapat melakukan permohonan 

secara manual dengan datang langsung ke KPP dan mengisi 

formulir yang tersedia di KPP (KPP Pratama Jember 2019). 
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Mekanisme permohonan penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif secara manual sebagai berikut : 

1. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan 

menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak 

Non Efektif (Pasal 42 ayat (2) PER-20/PJ/2013)  

2. WP yang telah mengisi dan menandatangani Formulir 

Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus 

melengkapi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. (Pasal 42 ayat (3) 

PER-20/PJ/2013). (Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen 

yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk 

dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif) (Pasal 42 

ayat (4) PER-20/PJ/2013) 

3. Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus 

dilampiri dengan surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib 

Pajak Non Efektif  

4. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau 

tempat kegiatan usaha WP dengan cara:  

a) langsung ke KPP atau melalui KP2KP; (Pasal 42 ayat (5) 

PER-20/PJ/2013) 

b) melalui pos; atau 

c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa. 

5. Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui 

KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan penetapan sebagai 

Wajib Pajak Non Efektif ke KPP. (Pasal 42 ayat (6) PER-

20/PJ/2013).(Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan 

Wajib Pajak Non Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP 

menerbitkan Tanda Terima dan meneruskan berkas permohonan 

ke KPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan 

diterima). 
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6. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP 

memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan 

dinyatakan telah diterima secara lengkap. (Pasal 42 ayat (7) 

PER-20/PJ/2013).(Terhadap penyampaian permohonan secara 

tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan): 

(Pasal 42 ayat (8) PER-20/PJ/2013)  

a) dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, 

permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau 

b) dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau 

melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai 

ketidaklengkapan tersebut. 

2.6.2 Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Jabatan 

A. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan 

secara jabatan apabila: (Pasal 43 PER-20/PJ/2013)  

1. terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib 

Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(1); dan 

2. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai 

Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau 

Pasal 42. 

B. Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian administrasi 

perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara 

jabatan dalam hal:  

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi 

pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

2. Pengiriman kartu NPWP, SKT dan Starter Kit tidak sampai kepada 

Wajib Pajak (kembali pos); dan 

3. Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka penerbitan 

SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS 
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2.6.3 Wajib Pajak Non Efektif Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan 

Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non efektif, tidak wajib 

menyampaikan SPT dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 UU nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP 

sebagimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 40 

ayat (4) PER-20/PJ/2013) 

 

2.7 Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif 

Wajib Pajak berstatus Non Efektif dapat diaktifkan kembali sebagai Wajib 

Pajak aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non 

Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan 

dan hanya dapat dilakukan oleh KPP. 

Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal 

terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang 

telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria 

sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

Data dan/atau informasi antara lain: 

1. Wajib Pajak Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan 

2. Wajib Pajak melakukan Pembayaran Pajak 

3. Wajib Pajak melakukan Kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas 

4. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, atau 

5. Wajib pajak diketahui/ditemukan alamatnya. 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Lokasi Kegiatan 

Laporan Tugas Akhir berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan 

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, yang beralamat di Jalan Karimata 

No.54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 

68121.Pada bagian seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan selanjutnya di bagian 

seksi Pengelolaan data dan Informasi. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan Tugas Akhir berdasarkan Praktek Kerja Nyata di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 

sampai dengan 22 Maret 2019 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh fakultas. 

Adapun kegiatan Praktek akerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata Pada KPP Pratama Jember 

Hari Kerja 

(a) 

Jam Kerja 

(b) 

Jam Istirahat 

(c) 

Senin s.d Kamis 07.30-16.00 WIB 12.00-13.00 WIB 

Jum‟at 07.30-16.00 WIB 11.30-13.30 WIB 

Sabtu dan Minggu LIBUR LIBUR 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dibuat Laporan Tugas Akhir oleh 

penulis dengan judul “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. Sehingga pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada beberapa seksi diantaranya: 
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1. Seksi Ektensifikasi dan Penyuluhan 

Pada Seksi ini penulis diberi tugas seperti perekaman surat 

permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK), ataupun ikut 

serta dalam memberikan penyuluhan terhadap Wajib Pajak. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Pada seksi ini penulis diberi tugas untuk merekam alat keterangan 

Wajib Pajak, dan Penulis juga dapat melakukan pengumpulan data 

sekunder dengan mengajukan permohonan pengambilan data kepada 

Operator Console (OC) dan permohonan pengambilan data tersebut telah 

disetujui oleh Kepala Seksi PDI. 

3. Seksi Pelayanan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pendampingan 

Pelaporsan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui E-Filing.Pada 

seksi Pelayanan ini penulis dapat berinterakdi secra langsung dengan 

Wajib Pajak. 

3.2.2  Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan Tugas Akhir berdasarkan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang 

dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember setiap harinya dimulai 

pukul 07.30 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama Praktek 

Kerja Nyata, yaitu: 

Tabel 3.2 Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata pada KPP Pratama Jember 

No Waktu Kegiatan 

dan Penanggung 

Jawab 

Kegiatan Hasil dari Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin, 04 

Februari 2019 

a. Ibu Anggun 

b. Ibu Marsa 

c. Bapak Cahyo 

a. Pengenalan setiap 

seksi 

b. Penempatan di Seksi 

Ekstensifikasi 

c. Menginput data SPT 

Tahunan 

d. Membuatkan surat 

dinas 

e. Mengarsipkan bukti  

a. Mengetahui terkait 

seksi-seksi yang ada 

pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jember 

b. Dapat mengenal tugas 

dari Seksi Eksten. 

c. Mengetahui terkait 

menginput data 
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(a) (b) (c) (d) 

  pembayaran d. Mengetahui cara 

membuat surat dinas 

e. Mengetahui cara 

mengarsipakan bukti 

pembayaran 

2 Rabu, 06 

Februari 2019 

a. Ibu Marsa 

b. Bapak Cahyo 

c. Bapak 

Samsul 

 

a. Menginput data SPT 

Tahunan 

b. Mengarsipkan bukti 

pembayaran 

c. Membuat daftar 

hadir sosialisasi SPT 

Tahunan setiap 

lembaga sekolah 

d. Menyiapkan daftar 

WP yang diundang 

untuk sosialisasi 

a. Mengetahui terkait 

menginput data SPT 

b. Mengetahui cara 

mengarsipkan bukti 

pembayaran 

c. Mengetahui cara 

membuat daftar hadir 

d. Mengetahui tentang 

sosialisasi SPT Tahunan 

3 Kamis, 07 

Februari 2019 

a. Ibu Marsa 

b. Bapak Cahyo 

c. Bapak 

Samsul 

 

a. Menginput data SPT 

Tahunan 

b. Membuat kode 

Biling 

c. Menyiapkan daftar 

WP yang diundang 

untuk sosialisasi 

SPT Tahunan 

 

a. Mengetahui terkait 

menginput data SPT 

b. Mengetahui terkait 

pembuatan kode biling 

c. Mengetahui cara 

Sosialisasi SPT   

Tahunan 

4 Jumat, 08 

Februari 2019 

a. Bapak 

Arham 

 

a. Pengemasan Surat 

Perkecamatan 

b. Merekam SP2DK 

(Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data 

Keterangan) 

a. Mengetahui perekaman 

surat 

b. Mengetahui merekam 

SP2DK 

5 

 

 

 

 

 

 

Senin, 11 

Februari 2019 

a. Bapak 

Agung 

b. Bapak 

Arham 

c. Bapak Cahyo 

 

 

 

 

 

a. Pengemasan surat 

perkecamatan 

b. Merekam SP2DK 

(Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data 

Keterangan) 

c. Membuat Kode Biling 

d. Mengarsipkan bukti 

pembayaran 

a. Mengetahui pengemasan 

surat 

b. Mengetahui merekam 

SP2DK 

c. Mengetahui terkait 

pembuatan kode biling 

d. Mengetahui cara 

mengarsipkan bukti 

pembayaran 
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(a) (b) (c) (d) 

6 Selasa, 12 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

b. Bapak 

Arham 

c. Bapak 

Samsul 

a. Mengarsipkan bukti 

pembayaran 

b. Merekam SP2DK 

c. Menyiapkan daftar 

WP yang diundang 

sosialisasi SPT  

a. Mengetahui cara 

mengarsipkan bukti 

pembayaran 

b. Mengetahui merekam 

SP2DK 

c. Mengetahui cara 

sosialisasi SPT 

7 Rabu, 13 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

b. Bapak 

Arham 

c. Bapak 

Samsul 

a. Merekam SP2DK 

b. Menyiapkan daftar 

WP yang diundang 

sosialisasi SPT 

a. Mengetahui merekam 

SP2DK 

b. Mengetahui cara 

sosialisasi SPT 

8 Kamis, 14 

Februari 2019 

a. Bapak 

Arham 

b. Bapak 

Samsul 

a. Merekam SP2DK 

b. Menyiapkan daftar 

WP yang diundang 

sosialisasi SPT 

a. Mengetahui merekam 

SP2DK 

b. Mengetahui cara 

sosialisasi SPT 

9 Jumat, 15 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

a. Membuat Kode Biling a. Mengetahui cara 

membuat Kode Biling 

10 Senin, 18 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

b. Bapak Amin 

a. Membuat Kode Biling 

b. Pengemasan surat 

perkecamatan 

a. Mengetahui cara 

membuat Kode Biling 

b. Mengetahui pengemasan 

surat 

11 Selasa, 19 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

b. Bapak Tulus 

a. Membuat Kode biling 

b. Mengarsipkan bukti 

pembayaran 

c. Mengikuti Orientasi 

pembekalan materi 

a. Mengetahui cara 

membuat Kode Biling 

b. Mengetahui cara 

mengarsipkan Kode 

Biling 

c. Mengetahui ilmu 

tentang perpajakan  

12 Rabu, 20 

Februari 2019 

a. Bapak Amin 

a. Merekam SP2DK a. Mengetahui merekam 

SP2DK 

13 

 

Kamis, 21 

Februari 2019 

a.  Bapak Cahyo 

 

 

 

 

a. Membuat Kode Biling a. Mengetahui cara 

membuat Kode Biling 
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(a) (b) (c)  (d) 

14 Jumat, 22 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

a. Merekam daftar bukti 

pemungutan PPh 

Pasal 22 

a. Mengetahui ilmu tetang 

pemungutan PPh Pasal 

22 

15 Senin, 25 

Februari 2019 

a. Ibu Marsa 

b. Bapak 

Khohar 

a. Menginput data SPT 

Tahunan 

b. Merekam SP2DK 

a. Mengetahui cara 

menginput data SPT 

Tahunan 

b. Mengetahui cara 

merekam SP2DK 

16 Selasa, 26 

Februari 2019 

a. Bapak Cahyo 

b. Bapak 

Dendy 

a. Mencari kode biling 

yang sudah terdaftar 

b. Membuat kode biling 

c. Mengikuti 

pembekalan materi 

a. Mengetahui cara 

mencari kode biling 

b. Mengetahui cara 

membuat kode biling 

c. Mengetahui ilmu 

perpajakan 

17 Rabu, 27 

Februari 2019 

a. Bapak 

Samsul 

 

a. Menjaga Absensi 

sosialisai penyuluhan 

Man 2 Jember 

b. Pengemasan surat 

perkecamatan 

a. Mengetahui tentang 

sosialisasi yang 

diberikan 

b. Mengetahui cara 

pengemasan surat 

18 Kamis, 28 

Februari 2019 

a. Bapak 

Agung 

b. Bapak Cahyo 

a. Mengarsipkan surat 

perkecamatan 

b. Membuat kode biling 

a. Mengetahui cara 

mengarsipkan surat 

b. Mengetahui cara 

membuat kode biling  

19 Jumat, 01 Maret 

2019 

a. Bapak 

Arham 

b. Bapak 

Samsul 

a. Membuat kode biling 

b. Menandai peta my 

maps rumah WP 

a. Mengetahui cara 

membuat kode biling 

b. Mengetahui cara 

menandai rumah WP 

20 Senin, 04 Maret 

2019 

a. Ibu Anggun 

b.  Bapak Dendy 

a. Roling ke seksi PDI 

b. Mengetik lembar 

disposisi 

 

a. Mengetahui di seksi PDI 

b. Mengetahui cara 

mengetik disposisi 

 

21 Selasa, 05 Maret 

2019 

Penanggung 

Jawab: 

a. Ibu Emi 

b.  Bapak Dendy 

 

 

 

 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

Menggunakan e-filing 

b. Menginput data 

laporan PPAT dari 

KPP lain 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

menginput data laporan 

PPAT 
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(a) (b) (c) (d) 

22 Rabu, 06 Maret 

2019 

a. Ibu Emi 

 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Menginput data 

laporan PPAT dari 

KPP lain 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

menginput data laporan 

PPAT 

23 Jumat, 08 Maret 

2019 

a. Ibu Emi 

b. Bapak Arik 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Merekam SPT  

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

merekam SPT 

24 Senin, 11 Maret 

2019 

a. Bapak Arik 

b. Bapak Iqbal 

a. Merekam SPT 

b. Merekam data 

ALKET WP 

a. Mengetahui cara 

merekam SPT 

b. Mengetahui cara 

merekam data ALKET 

WP 

25 Selasa, 12 Maret 

2019 

a. Bapak Iqbal 

b. Ibu Emi 

a. Merekam data 

ALKET WP 

b. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

a. Mengetahu cara 

merekam data ALKET 

WP 

b. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

26 Rabu, 13 Maret 

2019 

a. Ibu Emi 

b. Bapak Iqbal 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Merekam data 

ALKET WP 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

merekam data ALKET 

WP 

27 Kamis, 14 Maret 

2019 

Penanggung 

Jawab: 

a. Emi 

b. Arik 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Mengetik laporan 

PPAT 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

membuat laporan PPAT

  

28 

 

 

Jumat, 15 Maret 

2019 

 

 

a. Mengetik laporan 

PPAT 

b. Merekam data PPAT 

c. Membantu  

a. Mengetahui cara 

membuat laporan PPAT 

b. Mengetahui cara 

merekam PPAT 
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(a) (b) (c) (d) 

 a. Bapak Arik 

b. Ibu Emi 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

c. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

\29 Senin, 18 Maret 

2019 

a. Bapak Ivan 

b. Ibu Emi 

a. Merekam data PPAT 

b. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

a. Mengetahui cara 

merekam data PPAT 

b. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

30 Selasa, 19 Maret 

2019 

a. Bapak Arik 

b. Ibu Emi 

a. Mengetik laporan 

PPAT 

b. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

a. Mengetahui cara 

membuat laporan PPAT 

b. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT  

menggunakan e-filing 

31 Rabu, 20 Maret 

2019 

a. Ibu Emi 

b. Bapak Arik 

a. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Mengetik laporan 

PPAT 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

b. Mengetahui cara 

membuat laporan PPAT 

32 Kamis, 21 Maret 

2019 

a. Bapak Iqbal 

b. Ibu Emi 

a. Membuat surat untuk 

KPP lain 

b. Membantu 

pendampingan WP 

pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

a. Mengetahui cara 

membuat surat 

b. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

menggunakan e-filing 

33 Jumat, 22 Maret 

2019 

a. Ibu Emi 

b. Semua 

pegawai 

seksi PDI 

a. Membantu 

pendampingan WP 

Pelaporan SPT 

Tahunan 

menggunakan e-filing 

b. Acara perpisahan 

magang dengan seksi 

PDI 

a. Mengetahui ilmu 

tentang pelaporan SPT 

Menggunakan e-filing 

b. Acara perpisahan selesai 

magang 

Sumber: Diolah untuk laporan Tugas Akhir (2019) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini yaitu 

data kuantitatif.Data kuantitatif dan Data Kualitatif.Data Kuantitatif berupa 

jumlah Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak Non Efektif yang dinyatakan dalam 

bentuk numerical serta diolah secara elektronik, sedangkan data kualitatif dalam 

Tugas Akhir ini berupa hasil wawancara dengan Bapak Alvin selaku karyawan 

KPP Pratama Jember tentang Penanganan Wajib Pajak Non Efektif. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember.Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder yaitu berupa kepustakaan 

seperti peraturan, buku, internet, dan data pendukung lainnya yang di 

dapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir 

ini adalah: 

a.  Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku,internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan 

Tugas Akhir ini. 
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b. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan terhadap informan, bisa seseorang atau 

beberapa orang, maka penulis melakukan observasi terkait pelaksanaan 

Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Pada KPP Pratama Jember.   

c.  Wawancara 

 Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya 

jawab kepada narasumber, maka penulis melakukan wawancara terhadap 

Bapak Alvin selaku karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember. 
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BAB 5 PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember tentang Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif Secara 

Manual Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dapat ditarik kesimpulan: 

1. Jumlah Wajib Pajak Non Efektif Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dan di tahun 2017-

2018 tidak ada peningkatan Wajib Pajak Non Efektif dikarenakan Wajib 

Pajak kurang memahami fungsi Wajib Pajak Non Efektif tersebut. 

2. Menurut PER-20/PJ/2013 terdapat 2 cara Penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif yaitu secara manual dan secara elektronik. Wajib Pajak dapat 

melakukan dengan cara manual dan datang langsung ke KPP atau dengan 

secara elektronik dengan membuka situs DJP dengan alamat 

www.ereg.go.id. 

5.2 Saran 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember perlu lebih efektif lagi dalam 

melakukan sosialisasikepada Wajib Pajak agar lebih memahami dan 

mengerti tentang fungsi Wajib Pajak Non Efektif. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember perlu memberikan pelatihan 

secara Elektronik secara berkala terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak 

tidak menggunakan secara Manual saja. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 9. PER-38/PJ/2013 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR : PER - 38/PJ/2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN 

PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA 

KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB 

PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

Menimbang : 

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan 

Wajib Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan 

Pemindahan Wajib Pajak;  

b. bahwa untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melakukan 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak perlu dilakukan perubahan 

atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang 

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 

Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu 

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 
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Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta 

Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan 

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 

                                                    

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 

beberapa kaIi diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun  

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5268);  

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka 

Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, 

Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 

serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 

Verifikasi;  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan;  

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan 
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Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak; 

                                                    

MEMUTUSKAN: 

                                                    

Menetapkan : 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-

20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA 

KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB 

PAJAK. 

                                                    

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib 

Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, diubah sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

                                                    

Pasal 6 

 

(1) Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran 

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan 

Pasal 5 ayat (3) meliputi : 

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan 

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) 

berupa: 
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1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau 

2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau 

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing. 

 

b. untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berupa: 

1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, 

atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 

atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan 

fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan 

Listrik/bukti pembayaran listrik; atau 

2) fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di 

atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa 

yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

 

c. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c yang berorientasi pada profit (profit oriented) berupa: 

1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi 

Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan 

dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; 

2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau 

fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat 

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa 

dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;dan 

3) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti 

pembayaran listrik. 

 

d. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf c yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) berupa: 
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1) fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan 

2) surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun 

Warga (RW). 

 

e. untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

huruf d berupa: 

1) fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja 

sama operasi (Joint Operation); 

2) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota 

bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

3) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu 

pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint 

Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara 

Asing; dan 

4) fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha 

dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau 

Kepala Desa. 

 

f. untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e berupa: 

1) fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan 

2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 

 

g. untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pengusaha Tertentu berupa: 

1) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk; 

2) surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan 

3) fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 
 

 

Lurah atau Kepala Desa.  

4)  fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi 

yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 

Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan 

Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai 

dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.  

  

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak 

secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian 

pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, 

permohonan juga harus dilampiri dengan: 

a. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami; 

b. fotokopi Kartu Keluarga; dan 

c. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat 

pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 

perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. 

 

Pasal II 

      

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 8 November 2013 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

 ttd 

 

A. FUAD RAHMANY 
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Lampiran 10. SE-89/PJ/2009 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR : SE - 89/PJ/2009 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Wajib Pajak terdaftar yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain disebabkan karena non aktif, 

bubar, atau meninggal dunia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 
a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

b. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah 
Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. 

c. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat 
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

d. Berita Acara Penelitian Wajib Pajak adalah berita acara yang dibuat 
untuk melaporkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak. 

e. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak adalah formulir yang 
dipergunakan untuk mengusulkan penetapan status Wajib Pajak sebagai 
WP NE atau Wajib Pajak efektif. 

f. Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak adalah berita acara yang 
dibuat untuk melaporkan perubahan status Wajib Pajak pada Master 
File dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya. 

g. Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan 
oleh KPP untuk memberitahukan status Wajib Pajak dalam hal Wajib 
Pajak mengajukan permohonan perubahan status. 

2. Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria 
sebagai berikut: 

a. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak 
maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. 
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b. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. 
c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum 

diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau 
belum mengajukan penghapusan NPWP. 

d. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. 
e. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi. 
f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte 

Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang 
sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang). 

g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau 
bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan. 

3. WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila: 
a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 
b. melakukan pembayaran pajak; 
c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak; 
d. diketahui alamat WP; atau 
e. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali. 

4. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud 
pada angka 2, pengusulan WP NE dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada 
angka 2 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diusulkan secara jabatan 
oleh Account Representative; atau 

b. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 
2 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mengajukan permohonan sebagai 
WP NE ke KPP, dengan melampirkan:  

1) surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dengan menggunakan formulir 

sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 

2) surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dengan menggunakan formulir 

sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 

3) surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f. 

4) fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa 

Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf 

g. 

5. Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b 
harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
permohonan diterima secara lengkap. 
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6. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan label “NE” tetap tercantum dalam 
Master File Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak 
menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 

b. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan 
STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT; 

7. Bagi Wajib Pajak dengan status “NE”, dalam hal: 
a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya, KPP 

harus melakukan hal-hal sebagai berikut:  

(1) Petugas TPT menerima SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya melalui 

menu penerimaan surat lain-lain dan meneruskannya ke Account 

Representative. 

(2) Account Representative:  

a) mengusulkan untuk mengaktifan kembali WP NE tersebut sesuai dengan 

tata cara pengaktifan kembali WP NE; 

b) membuat salinan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya untuk 

digabungkan dengan asli LPAD penerimaan surat lain-lain; 

c) mengirimkan asli SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya dan 

salinan LPAD ke petugas TPT; 
 

(3) Petugas TPT melakukan perekaman SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat 

lainnya yang diterima dari Account Representative, menerbitkan LPAD/BPS 

dengan tanggal terima sesuai dengan tanggal penerimaan SPT Masa atau SPT 

Tahunan atau surat lainnya pada angka 1), dan menindaklanjutinya sesuai 

dengan SOP yang berlaku. 

b. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali, ditindaklanjuti oleh 
Account Representative sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali 
WP NE. 

8. Direktorat TIP harus melakukan pemantauan terhadap perubahan satus Wajib 
Pajak yang dilakukan oleh KPP, baik dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau 
sebaliknya.  

9. Tata cara pengusulan dan penetapan WP NE atau pengaktifan kembali WP NE 
pada KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak ini. 

10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan dengan 
berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tanggal 27 Juli 1988, Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990 dan 
ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 September 2009 

Direktur Jenderal, 

 

ttd. 

 

Mochamad Tjiptardjo 

NIP 060044911  
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Lampiran 11. SE-60/PJ/2013 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR : SE - 60/PJ/2013  

 

TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  

NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN  

DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA  

DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN 

PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN 

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  

DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  

PER-38/PJ/2013 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

 

A. Umum 

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-38/PJ/2013, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai 

petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan 

dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 
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Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan 

Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. 

2. Tujuan 

Penetapan Surat Edaran ini bertujuan untuk: 

a. memperjelas proses bisnis pendaftaran dan pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta 

perubahan data dan pemindahan Wajib Pajak sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan seragam, serta memberikan kepastian 

hukum, kemudahan dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak; dan 

b. memberikan panduan dan pedoman tentang sistem penomoran 

Wajib Pajak dan status master file Wajib Pajak 

 

C. RuangLingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penjelasan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan 

Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-38/PJ/2013; 

2. Prosedur kerja, yang meliputi tata cara pelaksanaan proses: 

a. Pendaftaran dan Pemberian NPWP; 

b. Penghapusan NPWP; 

c. Pengukuhan PKP; 

d. Pencabutan PKP; 

e. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak; 

f. Pemindahan Wajib Pajak; 

g. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; 

h. Pengaktifan Kembali NPWP; 

i. Pembatalan Pencabutan Pengukuhan PKP; 

j. Aktivasi Sementara Wajib Pajak Hapus; 

k. Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP; dan 

l. Penyelesaian Pelayanan dalam keadaan kahar. 
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D. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang nomor 36 Tahun 2008. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka 

Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara 

Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 

serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan 

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

38/PJ/2013. 

G. Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif 

1) Prosedur kerja Penetapan dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non 

Efektif meliputi (i) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan (ii) 

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif. 

2) Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 

sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan 

usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas; 

b) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha 

atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan 

Tidak Kena Pajak; 

c) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 

luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; 

d) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan 

belum diterbitkan keputusan; atau 
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e) Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif 

dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. 
 

3) Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Non Efekif sebagaimana dimaksud 

pada angka 2) huruf e) antara lain: 

a) Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang telah memiliki 

NPWP yang berbeda dengan suami dan tidak berniat melakukan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah; 

b) Orang Pribadi yang memiliki NPWP sebagai anggota keluarga 

atau tanggungan yaitu NPWP dengan kode cabang "001", "999", 

"998" dan seterusnya; 

c) Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak 

lagi melakukan pembayaran dan belum dilakukan penghapusan 

NPWP;atau 

d) Wajib Pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. 
 

4) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan 

permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dan hanya dapat dilakukan 

oleh KPP. 

5) Dalam hal pengajuan permohonan Penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif disampaikan melalui KP2KP, KP2KP menerbitkan Tanda Terima 

dan meneruskan berkas permohonan ke KPP paling lambat 1 (satu) hari 

kerja setelah permohonan diterima. 

6) Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif harus dilampiri dengan 

surat pernyataan memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif dengan 

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak ini. 

7) Jangka waktu penyelesaian permohonan Penetapan Wajib Pajak Non 

Efektif adalah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPS diterbitkan 

8) Wajib Pajak berstatus Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak 

Non Efektif apabila terdapat Cabang yang berstatus Aktif. 

9) Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non 

Efektif setelah dilakukan Pencabutan Pengukuhan PKP terlebih dahulu. 

10) Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan 

secara jabatan apabila terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan 

bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif. 

11) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif baik berdasarkan permohonan 

maupun secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi 

perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang 

dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 

dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak ini. 

12) Wajib Pajak dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian 

administrasi perpajakan dalam rangka Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 
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secara jabatan dalam hal: 

a) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada 

transaksi pembayaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 

b) Pengiriman kartu NPWP, SKT dan Starter Kit tidak sampai 

kepada Wajib Pajak (kembali pos); dan 

c) Penerbitan NPWP Cabang secara Jabatan dalam rangka 

penerbitan SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). 
 

13) Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan secara jabatan, dan hanya dapat 

dilakukan oleh KPP. 

14) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal 

terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak 

yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi 

memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif. 

15) KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka 

pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui 

kebenaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14). 

16) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14) antara 

lain: 

a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 

b) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak; 

c) Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 

d) Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali; atau 

e) Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya. 
 

17) Dalam hal KPP melakukan: 

a) Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; 

b) Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau 

c) Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif. 

baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, 

KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak 

dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 

18) Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini 

19) Tata Cara Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
 

h. Pengaktifan Kembali NPWP 

1) Pengaktifan Kembali NPWP merupakan pembatalan atas penghapusan 

NPWP melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP, yang dilakukan 

secara jabatan oleh KPP 

2) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal terdapat data 

dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pernah 
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diterbitkan Surat Penghapusan NPWP ternyata masih memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif. 

3) Dalam hal dilakukan Pembatalan Surat Penghapusan NPWP 

sebagaimana dimaksud pada angka 2) NPWP yang telah di hapus 

dinyatakan tetap berlaku. 

4) Pembatalan Surat Penghapusan NPWP dilakukan berdasarkan verifikasi 

dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP terhadap hasil verifikasi atau 

pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP. 

5) Surat Penghapusan NPWP dibatalkan apabila berdasarkan hasil 

verifikasi dalam rangka Pengaktifan kembali NPWP sebagaimana 

dimaksud pada angka 4) menunjukkan bahwa KPP tidak seharusnya 

melakukan Penghapusan NPWP. 

6) Surat Penghapusan NPWP tidak dibatalkan apabila hasil verifikasi 

dalam rangka Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada 

angka 4) menunjukkan bahwa Wajib Pajak benar dalam keadaan tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya 

Surat Penghapusan NPWP. 

7) Dalam hal Pengaktifan Kembali NPWP tidak dapat dilakukan 

melalui Pembatalan Surat Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud 

pada angka 6), pemberian NPWP dilakukan berdasarkan permohonan atau 

secara jabatan melalui prosedur kerja Pendaftaran dan Pemberian NPWP 

sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a. 

8) Pengaktifan Kembali NPWP dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan 

Surat Penghapusan NPWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak ini. 

9) KPP menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai 

Pengaktifan Kembali NPWP sebagaimana dimaksud pada angka 8), 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembatalan Surat 

Penghapusan NPWP dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat 

Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 

10) Tata Cara Pengaktifan Kembali NPWP adalah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 
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Lampiran 12.Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara Manual 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


90 
 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


91 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


92 
 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


93 
 

 

Lampiran 13. Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Secara 

Elektronik 
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Lampiran 14. Formulir Permohonan Penetapan WP NE 
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Lampiran 15. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif 
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Lampiran 16.Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif 
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Lampiran 17. Wawancara dengan Narasumber 

Wawancara dengan Pegawai KPP Pratama Jember 

Nama Narasumber : Bapak Alvin (Pegawai KPP Pratama Jember) 

Hari, Tanggal : Senin, 01 April 2019 

Jam  : 11.00 – 12.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tunggu KPP Pratama Jember 

Topik Wawancara : Penanganan Wajib Pajak Non Efektif 

 

Pewawancara :“Selamat siang pak, saya mau bertanya mengenai 

penanganan sebagai Wajib Pajak Non Efektif pada KPP 

Pratama Jember ini?” 

Narasumber :“Begini mbak, penanganan sebagai Wajib Pajak Non Efektif 

itu ada 2 cara yaitu secara manual dan secara elektronik.” 

Pewawancara :“Kalau boleh tau, bagaimana mekanisme tata caranya pak?” 

Narasumber :“Jadi jika Wajib Pajak melakukannya dengan cara manual 

  Wajib Pajak harus datang langsung ke KPP dan nanti akan 

  dipandu oleh pegawai yang ada di KPP, tetapi jika Wajib  

  Pajak melakukannya secara elektronik Wajib Pajak harus 

  login di situs DJP dengan alamat ereg.pajak.go.id.” 

Pewawancara :“Lalu apakah Wajib Pajak banyak yang menggunakan 

  Penetapan sebagai Wajib Pajak ini secara manual atau  

  Secara elektronik pak?” 

Narasumber :“Jadi di KPP Pratama Jember ini Wajib Pajak lebih memlih 

  Penetapan secara manual dari pada melakukan penetapan 

  Secara eletronik.” 

Pewawancara :“Mengapa Wajib Pajak lebih memilih secara manual dari  

  Pada secara elektronik pak?” 

Narasumber :“Di karenakan Wajib Pajak masih belum paham dan  

  Mengerti langkah-langkah penetapan secara elektronik, 

  padahal diadakannya penetapan secara elektronik ini juga 

  agar Wajib Pajak lebih efektif,efesien dan lebih cepat.” 
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Pewawancara :“Lalu apa tindakan KPP Pratama Jember selanjutnya  

  Agar Wajib Pajak nantinya lebih paham lagi menggunakan 

  penetapan secara elektronik pak?” 

Narasumber :“Kedepannya KPP Pratama Jember akan memberikan  

  Sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang penetapan Wajib 

  Pajak Non Efektif secara elektronik agar nantinya Wajib 

  Pajak lebih paham lagi.” 

Pewawancara :“Ohh begitu ya pak, baik pak terimakasih atas penjelasan 

  tentang penangan Wajib Pajak Non Efektif ini.” 

Narasumber :“Iya mbak sama-sama 
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